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Abstrak: Ketahanan pangan merupakan aspek pembangunan berkelanjutan yang 
mengarah pada keamanan nasional suatu negara. Negara akan menjadi stabil apabila 
mampu melaksanakan kedaulatan pangan. Peran koperasi sebagai lembaga ekonomi 
yang berkembang di sentra-sentra produk pertanian perlu dijadikan sebagai basis 
pengembangan ketahanan pangan nasional. Peran koperasi dan UMKM ditingkatkan 
fungsinya sebagai lembaga yang dapat melakukan pengadaan input pertanian, 
pengolahan dan pemasaran produk petani, serta membantu petani dalam mengantisipasi 
dan merealisasikan berbagai-bagai program ketahanan pangan.  
Kata kunci:  ketahanan pangan, koperasi, UMKM.
PENDAHULUAN  
Masalah pangan merupakan masalah yang paling mendasar dalam kehidupan 
manusia, sehingga suatu negara tidak sepatutnya bergantung pada bangsa lain dalam 
urusan ini. Dunia saat ini tengah dihantui masalah pangan yang sangat serius. Secara 
nasional, bangsa Indonesia juga menghadapi ketakutan yang sama sebagai dampak 
dari ketergantungan pada beras yang sangat tinggi. 
Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dalam hal jumlah penduduk, 
dan diperkirakan mencapai 250 juta jiwa pada Tahun 2015. Ketahanan pangan nasional 
menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas penanganan dalam program 
pembangunan nasional. Kemandirian pangan atau swasembada pangan kembali 
perlu menjadi pusat perhatian kita. Kedaulatan pangan didefinisikan oleh Gevisioner 
(2008) iaitu hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi sendiri atas produksi, 
distribusi, dan konsumsi pangan secara berkelanjutan sesuai dengan kebudayaan lokal 
serta keanekaragaman yang mereka miliki. Kedaulatan pangan dapat menjadi ancaman 
berat bagi negara apabila negara tidak mampu memenuhi pangan rakyatnya.  
Pada tanggal 2 Mei 2012, Dame Pauline Green, Presiden dari Aliansi Koperasi 
Internasional, membahas dampak pengembangan koperasi dalam mengurangi 
kelaparan di dunia. Dalam sambutannya, ia mendesak Negara G-8 untuk mengatasi 
ketahanan pangan dan berpendapat bahawa pengembangan koperasi di negara-negara 
ini akan memberikan solusi berkelanjutan untuk masalah kelaparan. Selanjutnya, ia 
mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek pembangunan berkelanjutan 
yang mengarah pada keamanan nasional yang lebih besar. Koperasi adalah bisnis 
berbasis nilai yang menawarkan solusi berkelanjutan bagi banyak keperluan yang 
paling mendesak di dunia, mulai dari ketahanan pangan hingga kesetaraan gender. 
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PBB telah menetapkan Tahun 2012 sebagai Tahun Internasional Koperasi. Pengakuan 
ini menunjukkan bahawa kekuatan model bisnis koperasi dapat berbuat baik untuk 
dunia. Saat ini, telah ada lebih dari 1 miliar anggota koperasi di seluruh dunia dan 
mempekerjakan lebih dari 100 juta orang. 
Kebijakan dan program ketahanan pangan di Indonesia, di dalam dokumen 
perencanaan pembangunan nasional yang diadopsi sejak1992 (Repelita VI), secara 
formal dicantumkan dalam UU No.18 Tahun 2012, tentang Pangan, pada Pasal 1 Ayat 
17, dinyatakan bahawa: “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi 
negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau 
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk 
dapat hidup sihat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.” Sedangkan menurut 
International Conference of Nutrition Tahun 1992, yang disepakati oleh pimpinan 
negara anggota PBB, bahawa Ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang 
memenuhi keperluan setiap orang baik dalam jumlah dan mutu pada setiap saat 
untuk hidup sihat, aktif dan produktif. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 
sumber hayati dan air, baik yang diolah mahupun tidak diolah, yang diperuntukkan 
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman.  
Menurut Maleha dan Susanto (2006), pengembangan ketahanan pangan mempunyai 
perspektif pembangunan yang sangat mendasar, karena: 1) Akses terhadap pangan 
dengan gizi seimbang merupakan hak yang paling azasi bagi manusia 2) Keberhasilan 
dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh 
keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan dan gizi, dan 3) Ketahanan 
pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan 
ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan konsentrasi 
untuk mewujudkan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi. Ada 
tiga komponen penting pembentukan ketahanan pangan yaitu produksi dan ketersediaan 
pangan, jaminan akses terhadap pangan, serta mutu dan keamanan pangan.   
Masalah Ketahanan Pangan di Indonesia
Pada saat Orde Baru memerintah, swasembada pangan menjadi sasaran pembangunan 
yang menempati urutan utama. Repelita demi Repelita dijalankan dengan saksama dan 
kita mencatat bahawa swasembada beras dicapai pada tahun 1984. Masyarakat dunia, 
melalui FAO, memberikan penghargaan kepada Indonesia atas keberhasilan tersebut. 
Namun demikian, sejalan dengan perjalanan waktu, swasembada beras tersebut 
tidak dapat dipertahankan. Bahkan Indonesia menjadi negara pengimpor pangan 
yang jumlahnya cukup signifikan dalam mempengaruhi situasi pasar pangan dunia. 
Walaupun produksi beras akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang berarti sesuai 
dengan data Badan Pusat Statistik, masih banyak kalangan yang bersikap pesimis 
terhadap situasi ketahanan pangan nasional ini. 
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Saat ini kondisi yang mengkhuatirkan adalah semakin berkurangnya luas lahan untuk 
memproduksi pangan pokok akibat terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu, tingkat 
produktivitas pangan juga sulit ditingkatkan karena keragaman jenis pangan pokok 
masyarakat yang sempit dan hanya bertumpu pada beras.
Pada tahun-tahun mendatang, swasembada pangan di Indonesia juga akan menjadi 
tahun yang sulit. Ketahanan pangan nasional akan semakin rapuh apabila tidak ada 
perubahan pada pola pangan masyarakat. Untuk mencari solusi terhadap permasalahan 
tersebut, Indonesia perlu melaksanakan diversifikasi pangan dengan melibatkan para 
pelaku ekonomi di sentraproduksi pertanian. Upaya untuk mengurangi permintaan dan 
ketergantungan bahan pokok beras dilakukan dengan langkah mengedukasi masyarakat 
bahawa ada bahan pangan lain, seperti jagung, ubi kayu, sagu, dan berbagai-bagai 
umbi-umbi lainnya.   
Hasil studi menunjukkan bahawa selama ini ketersediaan pangan di tingkat nasional 
mencukupi, tapi tidak selalu menjamin ketahanan pangan di tingkat wilayah, rumah 
tangga, dan individu. Persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan ketersediaan 
pangan yang tidak mencukupi keperluan, tapi juga karena keterbatasan akses terhadap 
pangan. Aksesibilitas yang terbatas akan berakibat pada kesulitan untuk mencukupi 
pangan yang bermutu dan bergizi, sehingga akan menghambat kesinambungan 
ketahanan pangan. Pemenuhan keperluan pangan juga harus menekankan status gizi 
yang baik. Selain itu, ketahanan pangan lokal sepatutnya juga dikembangkan dan 
diselaraskan dengan perkembangan modernisasi agar lebih mudah.  
        
Selain itu, ketahanan pangan juga sangat tergantung pada dukungan lingkungan 
yang memadai, kecukupan ketersediaan air khususnya pada saat musim kemarau, 
kelestarian lingkungan dalam bentuk menjaga kesuburan lahan perlu diterapkan. 
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu sentuhan teknologi, kreativitas, 
peran serta kelembagaan pangan, dan dukungan kebijakan. Kompleksitas persoalan 
dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemantapan ketahanan pangan berbasis 
kemandirian dan kearifan lokal memerlukan adanya sinergi dan harmonisasi antar 
stakeholder (pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, petani, dan masyarakat).  
Salah satunya adalah dalam hal perbaikan kualitas pangan lokal, yang akan dapat 
terwujud dengan adanya keberanian Pemerintah untuk melakukan investasi teknologi 
dan dapat digunakan oleh petani lokal, bersifat ramah lingkungan, berkualitas dan 
terjangkau dan dapat memenuhi keperluan masyarakat banyak. Selain dari karya dan 
inovasi anak bangsa, teknologi juga dapat diperoleh dari transfer tekhnologi antar 
negara, seperti Indonesia dan Malaysia.  
PERANAN KOPERASI DAN UMKM DALAM MENYOKONG KETAHANAN 
PANGAN
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai lembaga usaha 
yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat pelaku bisnis di Indonesia, 
khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, terbukti 
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sangat tinggi perannya dalam perekonomian nasional. Dilihat dari jumlah unit usaha 
dan penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat. UMKM sangat lekat dengan usaha 
di sektor pertanian, terutama para petani. Demikian juga dengan koperasi, terutama 
koperasi yang berada di daerah pertanian.  Koperasi sejak awal sudah difungsikan 
sebagai lembaga ekonomi dalam mendukung swasembada pangan.   
Pusat Data Statistik Kementerian Koperasi dan UMKM (2012), menginformasikan 
bahawa sampai dengan akhir tahun 2012,  jumlah koperasi aktif yang berkembang di 
Indonesia sebanyak 88,930 unit. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) 
telah mencapai 55.21 juta unit, atau 99.98 peratus dari jumlah unit usaha yang ada di 
Indonesia. Dari keseluruhan UMKM di Indonesia, sekitar 97 peratus adalah pelaku 
usaha mikro. Dari jumlah usahamikro tersebut lebih kurang 68.9 peratus bergerak di 
sub sektor tanaman pangan, khususnya padi, baik sebagai pemilik lahan, penyewa atau 
penyakap. Dengan perkataan lain, sub sektor ini menjadi tumpuan hidup dari 33.508 
juta keluarga, atau lebih kurang 134.035 juta jiwa rakyat Indonesia (Sugianto, 2012).
Pada awal dekade tahun1970, Koperasi Unit Desa (KUD) telah cukup efektif 
mendorong peningkatan produksi di sub sektor pangan, khususnya melalui program 
penyaluran prasarana dan sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan) kepada petani 
dengan harga terjangkau dan mekanisme pengadaan yang mudah dipahami petani. 
Demikian pula koperasi dapat menjalankan fungsi penanganan dan pengolahan gabah 
petani -saat surplus ataupun defisit produksi, sehingga stabilitas pendapatan petani 
tetap terjaga. Dalam banyak kasus berbagai-bagai kepastian harga, dikuti pula dengan 
kepastian pasar melalui penyediaan sistem informasi pasar yang akurat. Koperasi 
dikatakan telah dapat menjalankan peran mendasar dalam penguatan ekonomi petani, 
sehingga koperasi memiliki posisi staregis dalam sistem ketahanan pangan nasional.
Saat ini, peran koperasi mulai terkikis dengan berbagai-bagai kebijakan yang mulai 
tidak berpihak pada pemberdayaan koperasi disektor ini, terutama yang berkaitan 
dengan penyaluran pupuk dan pengadaan pangan nasional. Sebagai contoh, kebijakan 
penyaluran pupuk (Kepmen Perindag No.356/MPP/KEP/5/2004) memberikan 
kewenangan pada pihak-pihak swasta dan koperasi/KUD sebagai penyalur/pengecer 
pupuk ke konsumen. Berbeza dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan baru ini tidak 
lagi memberikan kewenangan penuh kepada koperasi/KUD untuk menyalurkan pupuk, 
demikian juga dalam pengadaan pangan, yang berarti peran koperasi/KUD dalam 
penyaluran pupuk dan pengadaan pangan semakin berkurang. Kebijakan otonomi 
daerah yang memberi ruang lebih luas kepada pemerintah daerah dirasakan semakin 
berkurang perannya dalam pemberdayaan koperasi di daerah-daerah.  
Namun pun demikian, sepatutnya peran Koperasi dan UMKM harus tetap dijadikan 
basis pengembangan program ketahanan pangan di Indonsesia, sehingga selain secara 
simultan program ketahanan pangan tercapai, tetapi juga pemberdayaan terhadap 
Koperasi dan UMKM juga berjalan sebagai suatu cara untuk lebih  memberdayakan 
perekonomian  masyarakat secara mandiri.  Pertumbuhan ekonomi tidak hanya 
tergantung pada faktor sumber daya yang dimiliki sahaja, tetapi juga pada peran 
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kelembagaan dalam menciptakan nilai tambah. Peningkatan ketahanan pangan 
tidak hanya ditujukan untuk mencukupi keperluan pangan nasional, tetapi juga 
memberdayakan para pelaku ekonomi di sentra-sentra produksi, baik petani sebagai 
anggota koperasi maupun UMKM lainnya.
Berbagai-bagai program ketahanan pangan saat ini dapat memfungsikan koperasi 
dan petani sebagai UMKM dalam menjalankan subsistem usaha tani produk pangan, 
baik pada tahapan pra panen, pasca panen dan layanan pendukung lainnya. Reposisi 
koperasi pertanian dilakukan untuk mengembangkan sistem agribisnis sektor pangan 
dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan. Perlu adanya perubahan 
paradigma, bahawa koperasi pertanian tidak cukup  hanya  menyediakan  sarana 
pertanian  dan/atau  memasarkan  hasil  pertanian  petani  saja,  tetapi  harus  mampu 
memberikan  nilai   tambah   yang   lebih   besar   bagi   para   petani.  Koperasi tidak hanya 
berfungsi sebagai trader, tetapi lebih jauh harus dibangun untuk mengolah produk 
pertanian menjadi produk yang bernilai tambah tinggi sehingga dapat memberikan 
manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya.   
Demikian juga dalam penyediaan input, boleh meniru koperasi peternakan, selain 
memasarkan produk anggotanya, juga dapat mengolah hasil produk peternak menjadi 
produk yang bernilai tambah lebih, mampu memproduksi pakan ternak sendiri untuk 
memenuhi keperluan pakan ternak anggotanya dan menyediakan layanan pendukung 
lainnya yang diperlukan oleh anggotanya.  
Koperasi pertanian ke depan juga sepatutnya dapat menjalankan semua subsistem usaha 
tani dalam rangka untuk memperkuat usaha tani di sektor pangan. Dengan demikian 
koperasi harus dijadikan basisnya pengembangan ketahanan pangan nasional. Selain 
itu peran koperasi dalam bisnis ini harus diyakini oleh semua pihak bahwa melalui 
organisasi koperasi dapat dilakukan kegiatan usaha yang sejalan dengan perkembangan 
kegiatan ekonomi anggota, meningkatkan nilai tawar (bargaining  position) para 
anggotanya, meningkatkan daya saing, harga yang menguntungkan, efisiensi biaya 
melalui pencapaian skala usaha yang lebih optimal, menyediakan produk atau jasa 
yang jika tanpa koperasi tidak akan tersedia atau sulit dipenuhi, meningkatkan peluang 
pasar, memperbaiki mutu produk dan jasa. Akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 
para petani dan menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat. Menjadikan koperasi 
sebagai Community based organization, keterkaitan koperasi dengan anggota dan 
masyarakat sekitar merupakan hal yang paling esensial dalam memperjuangkan 
kepentingan rakyat khususnya para petani.  
Koperasi pada sektor ini perlu mereposisikan dirinya agar lebih fokus pada kegiatan 
usahanya terutama menjadi koperasi pertanian dan mengembangkan kegiatan usahanya 
sebagai koperasi agribisnis. Perlu kegiatan-kegiatan usaha yang mendukung distribusi, 
pemasaran dan agroindustri berbasis sumber daya lokal serta perlu melakukan 
promosi untuk memperoleh citra positif layaknya sebuah koperasi, misalnya Koperasi 
Agrobisnis atau Koperasi Agroindustri atau Koperasi Agroniaga yang menangani 
kegiatan usaha mulai dari  hulu sampai ke hilir sektor pertanian.   
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Petani juga harus mereposisikan dirinya bukan hanya sekadar sebagai petani yang 
mengolah tanah menanam dan akhirnya memetik produknya. Petani harus berperilaku 
layaknya sebagai pengusaha (UMKM), yang berorientasi pasar,  produknya yang 
dihasilkan harus diminati oleh konsumen. Sebagai pengusaha harus memiliki tujuan 
yang jelas bahawa dengan usahanya dapat meningkatkan kesejahteraan, yang diukur 
dengan pendapatan yang semakin meningkat, kesejahteraan keluarganya juga 
meningkat, tidak hanya sekadar untuk menghabiskan waktu dengan memanfaatkan 
segala keterbatasnya. Petani harus rela untuk meningkatkan keterampilan sehingga 
inovasi dapat dilakukan dan dapat menerima perubahan yang berkaitan dengan 
pemanfaatan teknologi baru. Menjadi petani yang produktif, efisien dan efektif, 
mampu mengolah lahan dengan baik, memilih bibit dan pemupukan yang tepat, 
memilih jenis tanaman yang sesuai dengan keperluan pasar sehingga akan memperoleh 
harga jual yang lebih baik. Petani dengan kemampuan sumber daya terbatas harus 
mahu untuk bekerjasama dengan petani lainnya dalam rangka untuk meningkatkan 
skala ekonomi, daya tawar, bersaing, dan memperoleh harga yang menguntungkan. 
Secara kelembagaan petani harus memanfaatkan lembaga pendukung yang tersedia 
dan bergabung, seperti penyuluh pertanian, koperasi, dan lembaga swadaya lainnya. 
Koperasi harus dimanfaatkan petani sebagai lembaga yang dapat mendorong terjadinya 
efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan subsistem agrobisnis.  
Supporting institution berperan lebih intensif, baik lembaga pemerintah (dinas dan 
instansi terkait) mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi dalam membuat kebijakan 
yang berpihak pada para pelaku sektor pertanian, pihak swasta, lembaga keuangan 
dan sebagainya, harus memahami bahawa sebenarnya masyarakat dalam satu negara 
akan terpenuhi keperluan pangannya kalau petani yang bergerak, dan selama ini sudah 
berjalan tanpa menunggu komando.
Sektor pertanian harus dipandang sebagai sektor primer yang menyediakan input utama 
bagi sektor industri yang lainnya. Dengan demikian petani benar-benar memperoleh 
dukungan dari semua pihak dan kebijakan pemerintah pun berpihak kepada para 
petani, kemudahan pemasaran produk dengan harga yang layak, akhirnya pendapatan 
petani pun akan meningkat.
Dalam membangun sektor agribisnis sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan 
yang berbasis pada koperasi dan UMKM, koperasi perlu membangun keunggulan 
bersaing diatas keunggulan komparatif. Mengembangkan subsistem hulu (pembibitan, 
agro-otomotif, agro-kimia) dan pengembangan subsistem hilir iaitu pendalaman 
industri  pengolahan ke lebih hilir dan membangun jaringan pemasaran secara terpadu, 
sehingga pada tahap ini produk akhir yang dihasilkan sistem agribisnis didominasi 
oleh produk-produk  lanjutan atau bersifat capital and skill labor intensive.  
Pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi. Peran 
Litbang menjadi sangat penting dan menjadi penggerak utama sistem agribisnis secara 
keseluruhan. Dengan demikian produk utama dari sistem agribisnis pada tahap ini 
merupakan produk bersifat technology intensive and knowledge based. Perlu orientasi 
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baru dalam pengelolaan sistem agribisnis yang selama ini hanya pada peningkatan 
produksi harus diubah pada peningkatan nilai tambah sesuai dengan permintaan 
pasar serta harus selalu mampu merespon perubahan selera konsumen secara efisien. 
Menggerakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan, serentak dan harmonis. 
Oleh karena itu untuk menggerakkan sistem agribisnis perlu dukungan semua pihak 
yang berkaitan dengan agribisnis ataupun pelaku agribisnis mulai dari Petani, Koperasi, 
BUMN dan swasta serta perlu seorang Dirigent yang mengkoordinasi keharmonisan 
Sistem Agribisnis.  
KESIMPULAN DAN REKOMDENDASI  
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi 
sebagai dasar pengembangan ketahanan pangan dengan memfungsikan koperasi dan 
UMKM sebagai basis pengembangan ketahanan pangan.  
Kesimpulan  
1. Ada kesan bahawa program ketahanan pangan menjadi prioritas dalam 
pembangunan pertanian, dengan mengabaikan peran dari para pelakunya, 
apakah itu petani sebagai pengusaha disektor primer dan lembaga ekonomi yang 
adadi sentra-sentra pertanian. Sinergi antar pihak belum optimal, masih parsial 
pada ketahanan pangannya saja, sehingga bila produksi nasional menurun serta 
merta pemerintah langsung mengambil kebijakan impor.  Sektor konsumsi 
seolah-olah lebih utama dari pada pengadaan dalam negeri.  
2. Koperasi dan UMKM memiliki fungsi yang sangat vital dalam pengembangan 
ketahanan pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reposisi fungsi koperasi 
dan UMKM dalam subsistem usahatani sebagai upaya untuk mendukung petani 
dalam menjalankan usahanya, khususnya di daerah sentra pertanian produk 
pangan. 
3. Para petani dalam menjalankan usahanya baik sebagai usaha mikro, usaha kecil 
atau mungkin usaha menengah, kebanyakan masih berorientasi produksi, belum 
berorientasi pada pasar.  
4. Para pedagang sebagai pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan subsistem 
usahatani berlumba menguasai rantai pemasaran produk pertanian, tetapi 
dengan mengorbankan pelaku utamanya dalam sektor ini, iaitu para petani.  
Rekomendasi  
1. Pemerintah dalam menjalankan kebijakan program ketahanan pangan, harus 
mengoptimalkan pemberdayaan para pelaku subsistem usaha tani pengadaan 
pangan simultan pemerintah baik petani sebagai UMKM dan Koperasi sebagai 
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lembaga pendukung dalam penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan 
dan pemasarannya. Sehingga diharapkan Koperasi dan UMKM dapat diperankan 
sebagai basisnya pengembangan program ketahanan pangan nasional.  
2. Pembinaan Koperasi dan UMKM di sentra produksi pertanian harus ditingkatkan 
dan diarahkan dalam kegiatan yang mendukung program ketahanan pangan, 
dengan tujuan  membangun  ketahanan ekonomi masyarakat dengan menciptakan 
nialai tambah khusunya untuk para pelaku ekonomi di daerah pedesaan.  
3. Orientasi bisnis koperasi dan UMKM harus mulai berubah, koperasi  dalam 
menjalankan  usahanya harus berorientasi untuk meningkatkan nilai tambah 
dari produk pertanisan yang dihasilkan oleh para petani, dengan menjalankan 
perannya pada  seluruh subsistem usaha tani  yang  tidak dapat dilakukan 
oleh para petani, sehingga petani tidak tergantung kepada para pemilik modal 
perorangan yang berorientasi pada keuntungan. Demikian juga dengan para 
petani dalam menjalankan usahataninya harus berorientasi pasar,  
4. Perlu dilakukan berbagai pengkajian  yang berkaitan dengan  peran  koperasi 
dan UMKM di sentra-sentra produksi pertanian, sehingga ke depan koperasi 
dan UMKM dapat dijadikan basis pengadaan pangan nasional.
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